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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Kota Tomohon salah satu daerah otonom yang ada di Sulawesi Utara yang
telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha
mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja demi terselenggaranya
pelayanan publik yang lebih baik. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan

Daerah (BPKPD) Kota Tomehgn sebagai salah satu satuan kerja perangkat

daerah (SKPD) dj ilah Kota Tomohon dalam rangka
mendukun
Ertugas ber%ﬁr{;ﬁturwmerin a0 teNtang susunan organisasi

ah BP& Kota Tomohon

pemerinta%erah

U membs

(BPKPD) Kota
a Tomohon yang

berdasarkan asas

mempengaruhi p emakmuran rakyat dan bangsa
Indonesia. Kewajiban Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun laporan
keuangan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah
Penerapan sistem akuntansi keuangan diharapkan semua aktifitas instansi
dapat dijalankan dengan efektif dan efisien, sesuai dengan kebijaksanaan yang

telah ditetapkan oleh pemerintah. Sistem akuntansi keuangan yang di maksud



adalah suatu sistem akuntansi keuangan yang diterapakan secara menyeluruh.
Sistem akuntansi keuangan di sebuah instansi pemerintahan adalah suatu hal
yang sangat penting untuk diperhatikan, karena sistem akuntansi keuangan dapat
digunakan sebagai alat pengatur dan pengendali untuk seluruh Kkegiatan
keuangan.

Kota Tomohon adalah salah Kota Yang ada di Sulawesi Utara yang di tuntut
dalam pelaksanaan pengelolaan laporan keuangan daerah yang sesuai. Namun
Pada kenyataanya masih banyak masalah hambatan-hambatan yang dilalui dalam

penyusunan Iaporan keuangan sehingga penyampaian laporan keuangan belum

r%@Ithal ini dapat~pepoakibatkan berkurangnya

elaporan keua
Naya yang di

transparansi dan

sistem akuntansi

ataupun dalam pelaporan,sehingga terjadinya keterlambatan dalam penyusunan
laporan keuangan yang dapat merugikan Badan pemerintahan atau pihak-pihak
lain .

Salah satu upaya yang di lakukan untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan

pertanggung jawaban dan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan



disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah berlaku
umum. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggung
jawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar
akuntansi pemerintah yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan  (SAP) menyatakan bahwa pemerintah menyusun
sistem akuntansi pemerintahan yang mengacu pad a Standar Akuntansi

Pemerintahan. Sistem akuntansi pemerintahan pada tingkat pemerintah pusat

ang peng®QYaen keuangan daerah yang

ﬁiakent
gg ran Pemerintdﬁ‘@;atura erintah No.71 Tahun
ermasalaha@ Yang serl

%a)li di hddgpi Oleh instansi

J)enerapan sistem

ukan(Muhammad

Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.Penelitian yang di

lakukan oleh(Dwi Harini,2020) Penerapan standar system akuntansi pemerintah
daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan
keuangan pemerintah daerah pada BPPKAD Kabupaten Brebes, artinya
dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintahyang baik,maka akan

meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian lain yang



telah di lakukan oleh (Sri Widati,2019) Tentang Analisis Penerapan Akuntansi
Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolah Keuangan dan Asset Daerah
Kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara telah menerapakn system akuntansi
pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 .penelitian
lain yang telah di lakukan oleh(Hanum Hasibuan,2020) Penerapan sistem
akuntasi berdasarkan komponen laporan keuangan yang disajikan belum optimal
dikarenakan masih terdapat proses pencatatan yang belum sesuai dengan
peraturan pemerintah no. 71 tahun 2010 .dalam proses laporan keuangan yang

transparansi dan akuntabilitas memerlukan sumber daya manusia yang baik, akan

3 o Daerah Kota Tomohon
elakukan peneizck rkait “Aqakisis Penerapan Sistem

1
@kggan Daerah pada Badan Per@d}ah Keua
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Sistem
Akuntansi Pendapatan Pada Badan pengelolah keuangan Dan Pendapatan (BPKPD)
Daerah Kota Tomohon



1.4 Batasan Masalah

Batasan masalah di gunakan untuk menghindari adanya peluasan dan
melebarnya pokok permasalahan dalam penelitian serta agar penelitian juga dapat
lebih mudah dan terarah sehinggah tujuan dari penelitian dapat tercapai.Adapun
Batasan dalam penelitian ini yaitu Meliputi Sistem akuntansi Pendapatan pada
Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini juga dapat digh

arapkan dapat memiliki manfaat. Berikut ini



